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Polda Kalbar Sita Uan Tunai

pidana korupsi penyimpang-
an penyaluran dana bantuan
khusus (Basus) dari BPKAD
Kabupaten Bengkayang ke-
pada kepala desa di wilayah
Kabupaten Bengkayang. Dari
hasil pemeriksaan semen-
tara penyidik, ada langkah-
langkah yang tidak dilaku-
kan berdasarkan peraturan
dana desa, yaitu mengajukan
proposal. Di sini menurut Pol-
da Kalbar sudah menyalahi
aturan atau percobaan me-
langgar hukum.

“Ada dugaan penyimpa-
ngan pada penyaluran dana
bantuan khusus (bansus)
dari BPKAD Kabupaten
Bengkayang pada T.A 2017.
Modusnya dilakukan de-
ngan cara mentransfer dana
bantuan khusus ke rekening
48 desa yang berjumlah se-
luruhnya sebesar Rp 20 mi-
liar,” ungkap Donny. -

Disebutkan, uang senilai
Rp 6.690.693.000 ini dari 21
desa yang belum dilaksanakan
kegiatannya atau penarikan.
Sedangkan dua desa lagi da-
lam proses penyitaan maka
nominal yang disita akan ber-
tambah. Selain itu ada 25 desa
lainnya sudah melaksanakan,
untuk desa yang sudah melak-
sanakan juga sedang dilaku-
kan audit bekerjasama dengan
Universitas Tanjungpura un-
tuk mengetahui ada tidaknya
kerugian negara dalam pelak-
sanaan. :

Kabid Humas menegaskan,

Polda Kalbar dalam kasus ini
belum menetapkan tersangka
atau siapa yang bertanggung
jawab dalam dugaan korupsi
ini. Hal ini dikarenakan ma-
sih dalam tahap meminta ke-
terangan saksi-saksi. Namun
Kabid Humas mengungkap-
kan sudah mengambil kete-
rangan 174 orang saksi, di
antaranya Sekda Bengkayang,
9 staf di BPKAD dan dua-sak-
si ahli. “Sementara masih da-
lam proses penyelidikan dan
pengembangan, Polda Kalbar
bersama BPK RI dan ahli tek-
nis masih bekerja,” ujarmya.

Untuk barang bukti lainnya
yang diamankan Direktorat
Reskrimsus berupa dokumen
dokumen seperti Peraturan
Bupati (Perbup) Nomor 44 ta-
hun 2017 tentang Pedoman
Umum Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus untuk Pem-
bangunan Fisik dan Prasar-
an Desa, dokumen rincian
APBD, surat keputusan Bu-
pati tentang penetapan lokasi
dana bantuan, surat perintah
pencairan dana, rekening 48
desa, rekening para kepala
desa serta kwintansi-kwitansi
pembayaran pekerjaan dari
kepala desa kepada pihak
yang melaksanakan pekerja-
an.

Sebelumnya, ketika kasus
ini mulai mencuat Bupati
Bengkayang, Suryadman
Gidot, menegaskan dirinya
tidak menyentuh langsung
terkait proyek. Karena yang
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pegang adalah kuasa peng-
anggaran adalah SKPD.
“Sesuatu yang hal masih
sebatas omongan publik si-
lahkan saja lihat di SKPD,
karena secara langsung apa
hubunganya, kan saya tidak
bersentuhan dengan proyek,
tidak bersentuhan dengan
hak seperti itu. Seperti salah
satu contoh, dinas kita sebut
dengan penguasa anggaran,
semua anggaran ada di di-
nas, di SKPD, di OPD, begitu
juga dengan segala Bansos,
dan lainnya langsung. Cuma
menurut saya kemarin ada -
hal-hal yang tidak dipahami
oleh penerima,” terangnya.
Gidot mencontohkan,
“Dalam suatu pekerjaan
barangnya ada, program-
nya misalnya A, sudah di-
laksanakan, hanya sekadar
mungkin kesalahan admi-
nistrasi apakah juga akan
menjadi masalah. Saya pi-
kir selama bermanfaat bagi
masyarakat ya jangan me-
lihat hukum semata-mata, °
namun harus lihat dari segi
manfaatnya. Contoh, kalau
Rp 200 juta dengan pola
proyek, dibandingkan Rp
200 juta dikelola masyara-
kat tentu manfaatnya lebih
besar dikelola masyarakat.”
Pernyataan lengkap Suryad-
man Gidot terkait hal terse-
but bisa diakses di website
www.tribunpontianak.co.id
di link berita https://bit.
ly/2xHqtd 1. (hdi/dho)
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